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Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan 
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak 
(PNBP) di Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango. Data yang digunakan Data 
primer  yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian yakni Kantor 
Pertanahan Kab. Bone Bolango yang memerlukan pengolahan dan dikembangkan 
lebih lanjut untuk tujuan-tujuan tertentu sesuai kebutuhan serta data sekunder yaitu 
data yang bersumber dari instansi sebagai objek penelitian yang telah diolah dan 
terdokumentasi di instansi seperti  laporan realisasi pendapatan dan realisasi 
belanja PNBP di Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango selama tiga tahun 
terakhir. Teknik analisis data yang digunakan yakni kualitatif yang dilakukan secara 
interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. 
 
Hasil penelitian menunjukkan  bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 13 
Tahun 2010 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kantor Pertanahan 
Kabupaten Bone Bolango belum optimal, dimana keakuratan pencatatan meskipun 
telah menggunakan aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan namun masih 
terdapat kekurangan tarif pungutan. Tingkat kepatuhan pengelolaan oleh bendahara 
pengeluaran telah sesuai dengan izin penggunaan sebagian dana PNBP, sementara 
kepatuhan bendahara penerimaan belum optimal. Tingkat keefektifan kebijakan 
realisasi penerimaan dan realisasi belanja PNBP selama tiga tahun terakhir masih 
jauh di bawah target yang diharapkan.  
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